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KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmanir rahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, maka penyusunan Rencana
Aksi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran
2025 dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan Rencana Aksi ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi
dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur
kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi,
juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun
2025.

Diharapkan Rencana Aksi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pandeglang Tahun 2025 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja .

Wassalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pandeglang, 20 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

UPATEN PANDEGLANG
TANTAH £\

Y/ 4

NIP.19680702 199503 1 002



PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra dirumuskan secasra transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (ima) tahun.
Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap
semua aklivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome
(hasif) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko,
mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur
kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA
Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten
Pandeglang menyusun Renstra Tahun 2021-2026 untuk periode 5 (lima) tahun
kedepan. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang tersebut
ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana ielah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pandeglang Tahun 2021-2026.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang periode tahun 2021-2026
tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8
Tehun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2021 Nomor 8 ) RPJMD sebagaimana dimaksud merupakan
dasar dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. yang kemudian
diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya.

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pandeglang disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang telah
dilakukan revisi pada tahun 2021 serta melalui tahapan-tahapan yang simuitan
dan petunjuk dari Kementrian dalam negeri, sehingga Renstra Satuan Polisi
Pamong Praja merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan stakeholder lainnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam
pelaksanaan kegiatannya khususnya di bidang penegskan Perda dan Perbup
sebagai upaya Peningkatan keamanan ketertiban dan ketentraman serta
perlindungan masyarakat, adalah kurangnya daya dukung anggaran, belum
maksimalnya peran dan fungsi PPNS seria tidak berjalannya sekretariat PPNS,
kurangnya koordinasi lintas OPD sebagai daya dukung optimalisasi kepatuhan
warga Masyarakat terhadap Perda dan perbup, serta rendahnya kepatuhan warga
masyarakat atas Peraturan Daerah serta produk hukum lainnya yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandegiang.

Selanjutnya, Rensira Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang
tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong
Praja yang merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
1 (satu) tahun. Didalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dimuat program dan
kegiatan serta sub kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada
satu tahun mendatang.

Rencana Aksi ini merupakan tahapan menuju perwujudan di bidang
optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta keputusan
Bupati, Dalam rangka mendukung pemeliharaan keamanan ketertiban dan
ketentraman serta perlindungan masyarakat.



MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja adalah memberikan arah

dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta

jalan implementasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis pada Program Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga
target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana Aksi ini ditujukan
untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran

serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dukungan manajerial Program

Tahun 2025. Pada akhimya, Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis pada Program Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada

regulasi aturan, yaitu:

a.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
{(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor €, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pamerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5601),
Pegraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 6205);
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umurn di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 166);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun
2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan
Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Daerah Kabupaten Pandegiang Nomor 101 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seria Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kahupaten Pandeglang;

PENGERTIAN

1.

Indikator adalah parameter yang digunakan sebagai ukuran untuk
menentukan keberhasilan / capaian kinerja suatu program/kegiatan
dan sub kegiatan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-



luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
indonesia sebagaimana dimeaksud dalam Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemeriniahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Skala Nasional adalah urusan
pemerintahan vyang bersifat nasional, termasuk urusan
pemerintahan yang lintas provinsi sesuai kriteria eksternalitas,
akuntabititas dan efisiensi.

Urusan Pemerintahan Skala Provinsi adalgh urusan
pemerintahan yang Dbersifat regional, fermasuk urusan
pemerintahan yang lintas kabupaten/kota sesuai kriteria
eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Urusan Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota adalah urusan
pemerintahan yang bersifat lokal di wilayah kabupaten/kota sesuai
knteria ekstemailitas, akuntabilitas dan efisiensi.



GAMBARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasasi Satuan Polisi Pamong Praja

Secara umum tugas yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pandeglang adalah menyeienggarakan ketentraman
masyarakat, ketertiban umum dan periindungan masyarakat serta penegakkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana telah diatur oleh Peraturan
Bupati Pandeglang Nomor 101 Tahun 2021, yang menjelaskan tentang
kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi yang dimiliki oleh Satuan
Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala
Daerah, dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melaiui Sekretaris Daerah.

Berikut ini gambaran singkat tentang Satuan Polisi Pamong Praja
berdasarkan aturan tersebut:

1.  Susunan Organisasi Satpol PP,
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan;
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
¢. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari ;
1. Bidang Penegakan Perundang-undangan, terdiri dari:
a)Seksi Penindakan dan Penegakan;
b)Seksi Pengawasan, Pencegahan dan Pengendalian;
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdin dari:
a)Seksi Pengamanan dan Ketertiban Umum;
b)Seksi Operasi dan Pengendalian Masa;
3. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
a)Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
b)Seksi Pengembangan SDM dan Kerjasama;
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan



Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelengarakan
Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program Kerja Kesekretariatan Penegakan Perda dan Perkada,

Ketentraman Msyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;

b. Pelaksanaan kebijakan PenyelenggaraanPenegakan Perda dan Perkada
Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;

c. Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Kejaksaan

Negeri, Pengadilan Negeri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau

Aparatur lainnya;

d. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas penyelengaraan Penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati Ketentraman dan Ketertiban Umum,

Perlindungan Masyarakat;
Pembinaan Pelaksanaan Kesekretariatan PPNS dan PPID;

Pelaksanaan Koordinasi Tugas dan Fungsi Satpol. PP dengan urusan

Trantibum Linmas di Wilayah Kecamatan; dan

g.  Pelaksanaan fungsi iain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

Sesuai dengan amanat Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1)
bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada,
menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan

masyarakat. Artinya seluruh produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Daerah

menjadi kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakannya. Sehingga

ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan terhadap masyarakat dapat

terwuijud.



1.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tujuan

Dari tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan di atas, sebagai
pengejawantahannya maka setiap tugas yang dilakukan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang memiliki tujuan yang secara
umum mengarah kepada visi dan misi Bupati Pandeglang, adapun visi
Bupati adalah “Pandeglang Berkah, Berdaya saing dan sejahtera” adapun
misi yang dituju oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah peningkatan
pelayanan public melalui teknologi informasi adapun Misi Bupati adalah
sebagai berikut :

Misi ke-1 . Meningkatkan kualitas Layanan Dasar OPD
Tujuan . a. Meningkatnya kualitas manajemen dan
pemenuhan kebutuhan layanan dasar OPD
Misi ke-2 . Meningkatkan upaya-upaya Peningkatan
Trantibum Linmas dan Penegakan
Perda/Perkada
Tujuan * a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban

Umum, Pelindungan Masyarakat
b. Meningkatnya kepatuhan warga masyarakat
terhadap perda dan Perkada

Dalam uraian di atas, pada pelaksanaannya akan dilakukan secara
serentak dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan prioritas
tahun yang akan dijalankan. Selain itu misi-misi di atas diuraikan dalam
belanja dasar yang harus dijalankan oleh seluruh SKPD yaitu misi ke-1
dan misi yang djalankan berdasarkan kegiatan urusan wajib akan
dijelaskan iebih lanjut.

Sasaran

Sasaran dalam setiap misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
pelaksanaan rencana strategis dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pandeglang adalah warga masyarakat Kabupaten Pandegiang,
aparatur Pemerintah, anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas serta
instansi yang terkait dengan kegiatan operasional dan Lembaga Satuan
Polisi PamongPraja.
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PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Urusan Layanan dasar Perangkat Daerah, Penyelenggaraan
Perlindungan Masyarakat, Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Umum serta Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah
menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi
anggaran pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 5.337.923.706,00
{Lima Miliyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua
Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah) yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kota sebesar Rp. 4.808.111.208,00,- (Empat Miliyar Delapan
Ratus Delapan Juta Seratus Sebelas Ribu Dua Ratus Enam
Rupiah)

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
sebesar Rp. 529.812.500,00,- (Lima Ratus Dua Puluh
Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus
Rupiah)

Alokasi anggaran Belanja tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk
melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas dibawah ini.

Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024 adalah :

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Kabupaten/Kota

1.1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan
Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah




- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

13

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD

14

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta  Atribut
Kelengkapannysa

1.5

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen (nstalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

1.6

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

1.7

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya




Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor  dan
Bangunan Lainnya

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

2.1

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi Peyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bemuansa Hak Asasi Manusia

Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong
Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP
dan Satlinmas

Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan

Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban Umum  Berdasarkan
Perda dan Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa

Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.2

Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Walikota

Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang
Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan
Barang Bukti)

Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran




Peraturan Daerah

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Peraturan BupatifWalikota

- Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
BupatiVValikota

2.3 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Dari uraian kegiatan dan sub kegiatan diatas ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan
yang belum terakomodir anggaran di Tahun 2024, sehingga dalam penyusunan
penggunaan anggaran di tahun 2025 mendahulukan skala prioritas dalam menunjang
pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja.



PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai
dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka
peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk bekerja lebih optimal dan
mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran
terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
serta sub kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan
pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan melalui pemantapan sistem
dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penataan
kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian
hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat
diselesaikan dengan baik

Demikian Rencana Aksi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disusun
dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada
tahun 2025, dan besar harapan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pandeglang dalam menegakan Perda dan Perkada dapat maksimal
sebagai pendukung Tugas Umum Pemerintah, untuk menciptakan wilayah
kabupaten pandeglang yang aman tentram dan tertib sebagai bentuk pelayanan
terhadap masyarakat.

Pandeglang, 2{) Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PANDEGLANG
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